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Pasal 15

(1) Laboratorium kesehatan harus mempunyal persyaratan minimal vang meliputi bangunan,

peralatan.  ketenagaan dan  kemampuan pemeriksgan  laboratorium  sesuai dengan
kiasifikasmva

(2} Ketentuan persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal int akan dialur

dalam Reputusan Walikota.

Pasal 16

(1} Laboratorium  kesehatan  scbhagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus mempunya

penangguny jawab feknis yang memenuhi ketentuan schagai berikul -

d  Untuk lshoratorium klimk umum pratama . mimmal seorang dokfer umum dan
mempunysl pengalaman kerja tekms laboratorium minimal 3 ( tiga ) tahun berturut-turul
dalom 3 tahun torakhir;

0. Untuk laboratorium klinik umum utama , minimal seorang dokier spesialis patalogi
klimik:

¢ Unluk laboratorium  kiinik khusus mikrobiolog) . minimal seorang dokter spesialis
mikrobiologt Kimk:

d Untuk Taboratorium klinik khusus parasitologi . mimmal seorang dokter spesialis
parasitologr klinik;

2. Unluk laborgterium kiinik khusus patologi anatomi pratzma, minimal secrang dokter
spesialis patologi anatomi;

f. Uniuk laboratorium klinik khusus paiologi anatomi madya . minimal scorang dokler
spesialis patologi snatom: dengan pengalaman 3 tahun;

g. Untuk laboratorium kiinik khwsus patologi wnatoml wtama minimal seorang dokter
spesialis patologi dengan pengalaman 5 tahun;

h. Untuk laborator:um kesshatan masyarkat utama dan pratama, minimal scorang sarjana
kedokieraan/sarjana tarmasisaana biologifsariana biokimia atau sarjana kimia dan
mempunys  pengalaman ke teknis laboratorivm minimal 3 {tiea ) tehun i
laborztorium kesehatan.

(1) Peranggung jawab teknis hanva diperbolebkan menjadi penanggung fawab pada 1 (satu)

laboratorium saja.

Pasal 17

Laboratoriumi kesehatan harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan

sebagal benkut

.

b.

o

Untuk laboratorium klimk umum pratama minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1
(satu) orang fenaga perawal scria | (satu) orang lenasm administrasi;

Untuk laboratorium klintk umum wlama minimal 1 (satu) orang dokier atau sarjana farmasi,
3 (tiga) orang lenaga analis kesehatan dan | (sate ) orang tenaya perawat «oris 2 (dna) arang
tenaga administrasi;

Lintak laboratorium kiinik Khusus mikrobiologi minimal | (saluj orang sarjana kedoktcraan
atau sarpana biologl atan sarjana lainnva yang sesual dengan hidang pelavanannva, dan |
(sat ) orang analls keschatan atsn 1 (satu) orang fepaga tckms, dan telah mendapat
pelatiban di ndang pemeriksasn vang bersangkutan dan | {salu) orang tenaga perawat,
Untuk laboratorium  klinik khusus parasitologi mmimal 1 (sata ) orang sarjana kedokteran/
sarjana hiologi/sarjana lainnya, 1 (saw } orang yang ahli dalam bidang parasitologi, | (satu )
orang tenaga tekmis yang ahli dalem bidang parasitologi klinik, 1 (satu ) orang analis
keschatan, | (salu) orang perawat;

Untuk iaboratorium klinik khusus patologi anatorai pratama mimmal 1 (satu) orang teknisi
patologi anatomi/unalis/saviana biologi dan | (sa1u) orang tenpga edministrasi;
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PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAKRAH KOTA KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN

UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai

pelayanan Kesehatan , maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan
upaya pelayvanan kesehatan;

_ bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans

menimbang huruf a, maka pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan
Dagcrah.

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daersh Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 45) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huokum Acara Pidana

{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 fentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomer
3495);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang —imdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286 );

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembarsn Negam
Nomor 4355 );

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

. Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437 );

. Peraturan Prmerintah Nomor 27 Tahun 1983 fentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 teniang Kewenangan
Pemerinah dan Kewenangan Propinsi schagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahuts 20600 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

12. Peraturan Pemeriniah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daemah:

14. Peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reinbusi
Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomer 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 363/Menkes/Per/IX/1980 tentang
Wewenang Bidan sebagaimana telah ditbah dengan Peraturan Menieri
Kesehatan Nomor 623/Menkes/Per/TX/1989;

16. Peraturan Menten Keschatan R.I Nomor 920/Menkes/Per/X11/1986
tentang Upaya Pelayananan Keschatan Swasta di Bidang Medis.;

17. Peraturan  Mentern Kesehatan R..Nomor 277/Menkes/Per/IX/1989
tentang menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen;

18, Peraturan  Menteri Kesehatan R.I. Nomor 85/Menkes/Per/IX/1989
tentang Persetujuan Tindakan Medis;

19, Peraturan Menteri Kesehatan R Nomor 339/Menkes/Per/V/1989
tentang Pekerjaan Tukang Gigi;

20. Peraturan Menteri Keschatan R.ENomor 916/Menkes/ Per/VI[I/1997
tentang Izin Prakiik Bagi Tenaga Medis:

21. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor |74 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah |

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomeor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksa di Bidang Retribusi Daerah ;

23 Keputusan Menteri Keschatan RT Nomor 647/Menkes/SK/TV/2000
{entang Registrasi dun Praktik Perawat;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ofonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah;

25, Keputusan Mentern Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Tlukum Daerah;

— 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daecrah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Lembaran Daerab dan Berita Daerah;

27. Keputusan Menteri Keschatan R 1 Nomor 04/Menkes/SK/1/2001 tentang
Laboratorium Kesehatan Swasta .

28. Keputusan Menteri Keschatan R 1 Nomor 900/Menkes/SK/VII2002
temtang Registrasi dan Bidan Praktik;

29, Keputusan Menteri Kesehatan R T Nomor 1424 / Menkes/SK/X1/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal:

30. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 1540/Menkes/SK/XTL/2002
tentang Penempatan Tenaga Medis melaiui masa bakti dan cara lain;

31. Keputusan Menteri Keschatan R 1 Nomor 286/Menkes/SK/111/2003
tentang Penvelenggaraan Pengobatan Tradisional;

32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l Kediri Nomor 1 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat I Kedir:

33. Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kedin Nomor § Taimm

2000 tentang Retribusi lzin Genggsas. -
34 Peratnranp Daerah Kot Koo
L Oreanisas: Gan Tamn
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Dengan Porsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
MEMUTUSKAN ¢

Menctapkan - PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENYFLENGGARAAN UPAYA PELAVANAN KESEHATAN
MASYARARAT

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Daerah Kota Kedin

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kedin

Walikota adalah Walikoia Kedirs.

Dewan Perwakilan Rakvar Daerah yang selanjutnya disebut
DPRI adalah Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kedm.
Dinas Kesehatun adalah Dinas Keseharan Kota Kedin

Pijabal adalah Pegawai Neperi yang diberi tugas terientu
dibidang retribusi dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yvang berlaku.

7. Badun adalah sckumpulan orang dan/atdae  modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan nsaha yang meliputi
persetoan terhatas, persercan komanditer. perseroan luinnva,
Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma. konpsi, koperasi, dama pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejonis,
lembaga, bentuk ussha tetap. dan bentuk usaha lainnya

8 Retribusi Dacrah, yang selamjutnya disebut Retribust adalah
pungutan daerali sebagui pembayaran atas jasa atay pemberian
izin tectenty vang khusunya disediakan dan / atau diberikan oleh

S Pemenntah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

G Perizinan terientu adalah kematan tertenta Pemenintah Dagrah
datam rangka pemberian 1zin kepadz pribads atau badan vang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
penpawasan ates kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana afay fasilitas
tertentu guna melindungt kepentingan omum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

1. Surat Ketetapan Relribusi Dacrah, yang dapat disingkal SKRD,
adalash surat ketetapan retnibusi yang mencniukan besar pokok
retribusi.

11. Surgt Tagihan Retmbust Daerah, yang dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi
administrasi berupa bunga dan / stau denda.

12. Sarana Kesehatan adaiwh supatn fempat untuk melakukan
pelavanan keschatan di bidang medis,

0

e w

o la



PDF Compressor Free Version

-
Lad

4.

17.

1R

19.

20

29

3.

31,

=g

Pelayanan keschatan di bidang medis adalah pelavanan yang merupakan bagian integral
dan jaringan peluyanan medis yang disclenggarakan oleh perorangun, kelompok atau
yayasan vang melipun torutama upaya penvembuban ( kurauf ) dan pemuliban
(rehabilitatil ) .

Pelayanan Medis Dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau  keluargs dalam
masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokler
Zigi.

Fungs sosial adalah mencerminkan upaya pelayvanan medis dengan mempertimbangkan
imbalan jasa vang dapal dijangkau oleh masvarakat dan menvediakan sebagian dari
fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawal inap untuk orang yang Kurang dan atau
mampu membayar, sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku,

Rumah Bersalin vang selanjutnya discbut RB adalah tempat yang menvelenggarakan
pelavanan kebidanan bagi wanila hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasik
pelavanan keluarga berencana scrta porawatan bayi baru lahir

Balai Kesehatan Ibu dan Anak vang selanjuinya discbut BKIA adalah fempat untuk
memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan
pelayanan Keluarga Berencana,

Balui Pengobatan yang selanjutriva discbut BP adalah tempat anink memberikan
pelavanan medis dasar sscara rawal jalan.

Prakiik Berkelompok adalah penyelengearaan pelayanan medis secara bersama oleh
dokier ymym, dokter gigi. dokier spesialis atau dokter wigi spesialis dengan atan tanpa
penunjang medis

Tenaga medis adalah dokter. dokter spesialis, dokter pigi, dokter pigi spesialis Tulusan
pendidikan kedokteran atan kedokieran gigi i dalam maupun di luar negeri yang drakus
aich Pemeriniabh Republik Indonesia

Tenaga Keschatan adalah setiap erang ving mengabdiken dini dalam hidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan‘atan ketrampilan melalui pendidikan & bidang keschatan
vang unluk jenes tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upiya kesehatan,
Surat Penugasan adalah bukii tertulis vang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada
lenaga medis vang telah mendnftarkan din ( registrasi ) sesuai dengan ketentuan peraturan
pernundang —undangan vang berlaku.

Surat Tzin Praktk Dokter yang selanjutnya disebut S 1P D adalah bukti tertulis yany
dibenkan kcpada tenaga medis  schugui penpakoan kewenangan untuk melakukan
pelayanan kssehatan sesuai dengan profesinva.

Bidan adalah sescorang vang telah lulus pendidikan bidan baik di dalam maupun di luar
neger sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku

Surat Izin Bidan vang selanjulnya disehii 8 1 B adalah bukti termmlis  pemberian
kowenangan untuk menjalankan  pelayanan asuhan kehidanan di selyruh wialayah
Republik [ndonesia.

Surat [zin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB  adalah bukti tertulis yang
thberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan

Perawat adalah seseorang vang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Surat [zin Perawat sclanjuinya dissbut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan
untuk menjalankan pekerasn kepermwatan di seluruh Wilayah Indonesia yany diberikan
oleh Departemen Keschatan kepada ienaga perawat .

Sural Izin Praktik Perawat yang selanjuinya disebut SIPP adaluh bukti tertulis vang
diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
Sural Lem Kena yang selanjutnya dischut ( § T K ) adalah bukti tertulis vang diberikan
ikepada tenaga kesehatan nntuk melakukan kegiatan sesnai dengan kompetensinya disarana
pelayanan kesshatan,

Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui
resep dokter mavpun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendin

Kacamaiz adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak |

Pemeriksaan refrakst adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai |
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Refraksionis Oplisien adalah sescorang vang lelah lulus pendidikan refraksionis optision
menimal pendidikan diploma baik di dalam mavpun di luar sesusi dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku

lensa Komak adalah lensa vang dipasang menempel pada kornea mats untuk
memperbaiki penglihatan

Resep Kacamata adalah resep vang dibuat yang dibuat oleh dokter vang berisikan ukuran
uriuk pembustan kacamata

Optotyp adalah alat untuk menentukan tajam penglihatan dengan atan funpa cermin

Lensa meter adalah alat untuk mengukur kekuatan lensa.

lahoratorium Kesehatan sdalah saranz  kesehatan yang wmelaksanakan pelavanan
pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal daci
manusia atay bahan buksn manusiz berasal dari manusia uniuk penentuan jenmis penvakil.
penyebab penvakit, kondist keschatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada
kesehatan perorangan dan masyarakat.

Laboratorinm Khinik adalah laboratorium kesehatsm vang melaksanakan pclayanan
pemeriksaan di bidang hematologi. kimia kiinik . mikrobiologi khinik. imanolom kimik
dan atau hidang lain vang berkaitan dengun kepentingan kesehalan terutama untuk
menunjang upaya penyembuhan, penyuluhan dan pemulihan kesehatan

Lahoratorium Kesehatan Masyarakal udalah laboratorium keschatan yang melaksanakan
pelayanan pemeriksaan di hidang mikrobiologi _ fisika, kimia dan atau bidang lain vang
berkaitan dengan kepenfingan kesehatan masvarakal dan kesehatan hngkungan terutama
prrtuk menunjang upava pencegatiun penvakil dan peningkatan kesehatan.

Tukangr Gigi adalah orang vang molakukan pekerjaan dibidung penyembuhan dan
pemulihan kesehatan gign dan tidak mempimyar pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan
kedoleran gigi

Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan
pengobatan vang mengacu kepada pengalaman, keirampilan turun temurun, dan atau
nendidikan/pelatihan dan diferapkan sesual dengan norma vang herlaku dalam masyarakat
Pengobat tradistonal adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
Surat Terdaftar Pengobat Tradwisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis
vang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran

Surat Izin Pengobat Tradisional vang selanjuinva disebut SIPT adalah bukii terfulis vang
diberikan kepada pengobat tradisional vang metodenya telah dikaji, diteliti dan diup
rerbukti aman dan bermanfaat bagn kesehatan.,

Pomeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mepgumpulkan dan mengolah
data dan/atau Leterangan lainnya nntuk menguji kepatuhan pemennhan kewajiban retribus:
dan untuk twjuan lain dalam rangks melaksanakan kelenluan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusL

Pervidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan vang dilakuknn
oleh Penvidik Pegawai Negeri Sipil, vang selanjumnva disebut penvidik, untuk mencar
serta mengumpuikan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi vang terjadh serta menemukan tersangkanva

BABTI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

Denpgan nama retnibust izin penyelenggara  upaya pelavanan keschatan masvarakal

dipungut retribusi schagai pembayaran atas dikeluarkannva izin penvelenggaraan pelayanan
kesehatan,

i,

Pasal 3

Objek reinbusi adalah umt vpava pelayanan keschatan swasta mehput
lzin Balar Pengobatan;
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d.

izin Balai Kesehatan tbu dan Anak:

Lzin Rumah Bersalin:

Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum / Dokter Gigt,
lzin Praknk Berkelompok Dokier / Dokter Gigi Spesialis:
Izin Laboratorium Keschatan;

Izin Optikal:

[zin Praktik Tenaga Madis;

Izin Praktik Bidan;

lzin Praktik Perawat;

Tzin Kenja 1enaga Keschatan:

Izin Prakiik Tukang Gig dan izin Pengobat Tradisional.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalsh orang pribadi atau Badan vang mendapatkan izin;
BAB Il
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
izin Balai Pengobatan

Pasal 5

Balai Pengebatan diselenggmrakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketenluan

scbagat berikut :

Dipimpin minimal olsh seorang tenaga perawat  vang berpengalaman di bawah
pengawasan. bimbingan dan pembinaan seorang dokter vang inempunyai SIPD sebagai
penangzung jawab:

Mempunyai satu tempat prakiik yang menetap din terdin dari ruang periksa, ruang funggy
dan ruang kamar mandi‘'wc ;

Mempunvai fasiliias pengalarnan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan
peruwdl dan peralatan gawat darural sederhana  serta menvediakan obat-obatan untuk
keperluan pelayanan medis dasar :

Dalam  peluksamiannye dapat dibantu beberapa tenssa perawal dan atay tenaga
adminisirasi .

Bagian Kedua
Izin Balai Keschatan Ibu & Anak
Paszal 6

Balai Kesehatan Ibu dan Anak diselenggarakan oleh vayasan atau perorangan dengan

ketentuan sebapat berikut :

€

b.

.

Dipimpin minimal olch seorang {enaga bidan yang berpengalamun di bawah penpawasan
seorang dokter yang mempumyai Surat SIPD sebagai penanggung jawab:

Mempunyat satu tempat praktik vang menetap dan terdiri dari ruang peri ksa,ruang tungen
den ruang kamar mandi/WC:

Mempunyai fasilitas peralatan standart prakiik bidan sesuai dengan peraturan perandang-
undangan vang berlaku;

Palam pelaksanaannya dapat dibanlu oleh beberapa tenaga perawai / bidan dan atay tenaga
administrasi.
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Bagian ketiga
Tzin Rumsah Bersalin

Paral 7

Rumah Bersalin diselenggarakan oleh vayasan atau perorangan dengan ketentuan schagai

berikut :

g Dipimpm oleh scorang lenaga bidan vang berpengalaman dibawah pengawasan scurang
dokter yang mempunyai SIPD sebagai penanggung jawab;

b.  Mempunyai satu fempal prakuk vang menetap dan terdini dari rusng periksa.ruang
persalinan dan rusng riwat inap minimal 10 ( sepuluh ) tempat tidur dan maksimal 25 (dua
puluh ima ) tempat tidur;

¢.  Dalam peluksinaanmya mempunyai fasilitas perulatun dizgnostik bidan scderbana serta

menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medis dasar,
Dapat dibantu oleh minimal 2 (dus) orang tenaga bidan dan minimal 2 (dua) omang tenaga
perawal, (emiza administrasi dan (enaga lainnva sesuai dengan kebaivhan,

Bagian Keempat
izin Prakiik Berkelompok Dolaer Ununy/ Dokter Gigi
Pasal B

Prakitk Berkelompok Dogter Umum/ Deker Gipi diselenyuarakan oleh vayasan atau

perorangan dengan ketentuan schagai beriku!

a

b
i
d

s

Dipimpin oleh seorang Dokier Umum/ Dokter Gigt sebagai penanggung jawab:
Dilaksamakan oleh beberapa orang Dokter Umum / Dokier Gigt:

Masing-masing dokier mempunya SIPD;

Mempunyai saty tempat praktik  vang menctap dan terdiri dari beberapa  ruang
periksa ruang tunggy dan ruang kamar mandi/WC:

Mempunyai peralatan diagnosuk den terapl dokter umum / terapi standart dokier gigi dan
peralatin pawat darurst sederhana;

Dalam pelaksangannva dapat dibantu oleh beberapa ténaga perawat dan atau fenaga
adimimistrasi.

Bagiun Kelima
Lrin Prukiik Berkelompok Dokter / Dokiter gipi spesialis
Pasgl 8

Prakfik Berkelompok Dokter / Dokter Gy Spesialis diselenggarakan oleh yiyasan stau

perorangan dengan kotentuan sebaga bertkir -

a.

b.

Dipimpin oleh seorany dokter umum/ dokter gigi atau dokier spesialis / dokter gigi spesialis
yang mempunyal SIPD dan SI* sebagal penanggung jawab;

Dnlaksanakan elch beberapa orang Dokter Spesialis / Dokier Gigi Spesialis vang mempunyai
SIPS:

Mempunyai sata tempal praklik  vang menetap dan terdini dari beberaps  ruang periksa,
ruang tunge dan ruang kamar mandi /WC;

Untuk dokter spesialis mempunval peralatan kedoktersan spesialis  dengan standart dan
peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;

Umntuk dokier gigt spesiglis mempunyai peralatan gyn spesialistik dan peralatas gawat darurat
sederhana;

Calam pelaksanaannya dapat dibantu oleh beberapa dokter umum / dokler gz dan dibantu
oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenzga administrasi
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Bagian keenam
Izin Laboraterium Kesehatan

Pasal 10
Laboratorium keschatim terdin dan |
a. Laberatorium klinik;
b. Laboratorium kesehatan masyarakat.
Pasal i1

(1) Laboraternnum klinik ssbagarmana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdini dan
a.  Laboratorium klimk umum;
b.  Laboratorium Khimk Khusus

(21 Laboraioriwm kKlinik wman meiaksanakan pefayanan pemeriksaan di badang hemstologi.
kimia klinik . mikrobiolom kiimk, parasitologi klinitk dan fmimolog klinik serta bidang
lainnva,

{3) Laboraterium klinik khwsus melaksanakan pelayanan saws bidang pemeriksaan khusus
dengan kemampuan pemeriksaan tertenty.

Pasal 12

(1) Luboratorium klimk umum sebagamana dimaksud pada pasal 11ayat (1) buiir a terdin dari :
&. Laboratorium klmik umum Pratama,
b. Laboratoriom klinik umum Utama.

{2) Laboratorium kiinik umum Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium khmk dengan
kemnampuan &linik pemeriksaan terbatas.

(3) Laboratorium kiinik umum Uitama melaksanakan pelayanan labomtorium klinik dengan
kemampuan Kinik pemeriksaan vang lebib luas.

Pasal 13

(1} Laboratorum khnik khusus sebagaimana dimaksud pasal 11 aval (1) butir b terdiri darn |
a. Laboratorium klinik khusus mikrobilog;
b. Laboratorium kiinik khusus parasitologi;
¢. Laboratorium klimik khusus patologi anatomi,
2 d. Laboratorium Klintk khusus lainnya.

(23 Laboratorium klimk khusus patolog anatomi sebagaimana dimaksud pada avat (1) ¢ diatas
terdic dan
a Laboratorium khinik khusus patologr anatomi Pratama;
b.  Laboratonium klintk khusus patlolog anatomi Madya,
¢. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi Utama.

Pasal 14

(1) Laborstoniom kesehalan masvarakai sehagaimana dimaksud dalam pasal 10 butir b terdin
dari
a, Laboratorium kesehatan masyarakat Pratama;
b. Laboratorium kesehatan masayvarakat Utama:

(2) Laboratorium  kesehnian masyarakat Protama melaksanakan  pelavanan  lgboratoriom
kesehatan masvarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar.

{3) Faboratorium kesehatan masyarakal Ulama melaksanakan pelavanan laboratorium kesehatan
masyarakat dengan kemampuan pernetiksaan lehib Tuas,
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Untuk laberaterium kKlinik Xhusus patologi anatomy madva mimimal 2 (dua) orang dokter
spesidlis patologt anatoma, 3 (tige) orang teknisi patologi anatomi analis/sarana boko, |
(satu } arang sercener, 2 {dua) orang tenags admimstrasi serta 1 {satu) orang tenaga lainnya;
Unituk Taboratorium Klinik Khusus patologi anatomi utaima monimal 4 {empat) orang dokier
spasialis patologl analomi, 5 (lins j vrang teknisi patologt anatomi/analis/sarjana bolog. 2
(dua ) orang sereener, 3 {figa) orang tenaga admimstrasi serta 2 (dua) orang tenaga lainnya:

Untuk [Izhomtorium kesehatan masyarzkat pratama | womomal 2 (dua) orsne analis
kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang  diantaranva dapat digantt dengan asisten
apoteker atau analis kimia;

Untuk iaboratorinm keschatan masvarakal ulama , mnimal 1 (satu) orang sarjana
kedokicransarjana farimasi/sarjana biokinmia atan sarjana biologi dan 3 (iiga) orang anulis
keschatan, dengan ketentuan 1 (sam) orang diantaranva dapat diganti dengan asisten
apoteker atau analis ki

Pasal 18

Peningkatan dan perubahan Llasifikass laboratorium  keschatan  didasarkan  sada

pemenuhan persyaratan laboratorium kesehalan vang bersangkuian schagaimana dimsksud
dalam pasal 16 dan 17 Pergliran Daerah im.

Pasal 19
Laboratorium keschatan dapal diselengparakan oleh perorangan atan badan hukym.
Bagian ketujuh
Lzin Optikai
Pasal 240

Optikal disclenggarakan aleh perorangan atau badan hukum dongan kelenluan sehagai

berikul

g,
b

C.

d
€

Dapnmpin oleh seerang refraksioms optisien sebagai ponanggung jawab tekais,

Senap refraksionis hanya memmnpin satu optikal,

Mempunyal satu ruang pemeriksaan | ruaag tamu dan ruang pamer, toang pemasangan
(fetiing) dan ruang laboratornwm,

Mempunyai peralatan standart untuk optikal & meubelair

Dalam pelaksanaannva dapat dibuntu oleh aptisien vang bekerja penuh wakin dun tenaga
administrasi.

Bagian ke delapan
Izin Praktik lenaga Medis

Pasal 2|
Yang termasuk tenaga medis adalah -
Dekter umum:.
Dokter spesialis;
Duokter gigi;
Dokter gipi spesialis,
Pasal 22

Tenaga medis yang akan melakukan peclavanan kesehatan sesusi dengan profesinya pada
surana pelayanan kesehatan, wajib memilik; SIPD
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Sarana pelavanan ksehatan sehagarmana dimaksud pada avat (| melipun sarana pelavanan
keschatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk memperoieh SIPD schagarmana dimaksud pada avat (1) vang bersangkutan haros
imenggjukan permehonun kepada Walikota atou Pejabat vang ditunjuk.

SIPD) dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelavanan kesshatan apahila
menurul pemlaian Walikola alau Pejabal vang ditunjuk masih kekurangan tenaga medis
untyk  memenph  kehuniphan  pelyvangn kesehatan masvamkat setemput, dengaﬂ
meneantumkan SIPD atas porsetujuan Waiikota atan Pejabat vang diunjuk

Pasal 23

SIPD sebagimana dimaksud dulam pasal 22 ayvat (1) dapat dibenikan kepada tenaga medis

ltusen dalam nepen apabida memenuhi persyaratan

(2)

= (1)
{(2)
(3)

a  Warea Negara Indonesia;

b, Memiliki Sural Penugasan;

¢.  Memuliki Sural Keputusan penempatian,

d.  durat rekomendasi dar orgamsas) profes) yvang menvatakan antara lain kemampuan
fisik dan mental vang didasarkan atas keterangan dekter, memiliki kemampuan
ketlmuan, dan ketrampilan kiinis dalam bidang profesinva vang didasarkan atis
perelehan angka kredit dalam Pendidikan Dokter Rerkelanjitan (PTIB) atan Pendidilkan
Kedokieraan Gigi Berkelamjutan (PK.GB) serta memiliki moralitas dan etika vang haik
untuk melakukan tugas sesual dengan kode etk profesinva

Surat 1zin prakiik dapal dibenkan kepada wenapy medic Inlnsan hiar negeri apahila

memeniihi persvaratan |

@ Scbagaimana dimaksud pada ayat (11

b, Memiliki surat keterangan selesal melakukan adaptass;

Tenaga medis vang telah memperoleh Surat Penugasan dapat dibertkan SI1PD Scmentara

vang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapel diperpanjang sampart dengan memiliki surat

Kepuiusan Penempatan,

Bagian kesembilan
zin Praktik Bidan

Pasal 24

Bidan yang menjalankan praktik harmms memiiiki SIPB.
Bidan dapat menjalankan praktik pada savana kesehatan dan alau perorangan.
Izin prakiik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kepumsan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Lzin Praktik Ferawal

Tasal 25

Perawal dapat melaksanakan praktik keperawatan  perorangan dan alau berkelompok pada
satana pelayanan kKesehatan.

Pcrawat vang melaksanakan prakuk keperawalan pada sarana pelavanan keschatan harus
memilikl SIK.

Perawat vang melakukan praktik perorangan ! berkelompok harus meniliky SIPP.

Untuk mendapatkan STK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapst mengajukan
pormohonan kepada Walikota atau Pejabat vang difuniuk

[zin sebagaimana dimaksud pada syal () pasal v ditelapkan dalam Keputusan Walikota.
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Pasal 26

(1) STPP sebagaunana dimaksud dalam pasal 235 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan
permehonan kepada Walikota atau Pejabal vang dilumjuk.,

(23 SIiPP hanva diberikan kepada perawal yang memiliki peadidikan ahli madya keperawatan
aiau memihki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih finggi.

{3) Pormohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan
Walikota,

Bagian Kesehelas
izin Kerja Tenaga keschatan

Pasal 27

(1) Untuk mendapatkan SIK dapat mengajukan permehonan kepada Walikoia arau Pejabat vang
ditumuk.
(2) SIK scbagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini di tetapkan dalam Keputusan Walikota

Bagian Kedua helas
Izin PraktikTukang Gigi
Dan Tzin Pengobat Tradisional

Pasal 28

(1) 'lTukang pgig1 vang melakukan prakiik harus mendaftarkan diri dan memilikr 17in prakiik
tukang gigi.

(2) Pengobat Tradisional vang melakukan pekerjaan sebagar  pengobat tradisiopal harus
memiliki STPT atan SIPT.

(3) STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan
Walikota.

BABIV
PELIMPALIAN WEWLENANG

Pasal 29

(1} [zin ponyelenggaraan sarana pelavanan keschatan diberikan oleh Walikota melalui pejabat
yani ditunjuk.

(2) Kepala Dinas Keschatan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin pembekuan izin,
pencairan zin dan pencabutan izin sarapa pelayanan keschatan sctahun sckali kepada
Pemerintah Daerah .

BABY
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 30

Retribusi 1zin penvelenpparaan upava pelavanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi
perizinan tertonfu.
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BAB VI
CARA MENGUEUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 31

Tmgkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin penyelenggaraan usaha
pelayunan kesehatan.

BAB V1i

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF
Paxal 32

Prinsip vang dianut dalam penetapan struktur dan besarnva tarif retribusi sebagaimana
dimaksud untuk menutup biaya proses penerbitan izin upava pelayanan kesehatan.

BABVII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

Besamya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan dacrah ini
adalah sebagar bertkul -
el =

30 IRTEBCS. TARIF

| 1. Tzin BP B B 200,000 per 5 tahun
2 Izin RB - 200.000 per 5 tahun
3 BKIA 200.000 per 5 tahun
4 Izin BP/BKIA B 250.000 per 5 tahun_

5. | lzin BP/RB/BKIA B 300.000 per 5 tahun_
6. | lzin Laboratorium klinik 200000 perStahun |
7 | Izin laboratorium X- RAY 250.000 per 5 tahun
a | lzin Optical B | 150.000 per 5 tahun

di 9 _ 1 I7in praktik bersama dokter umum/Gigi _ 200000 per 5 tahum |
10, | [zin praktik bersama dokter Spesialis 500.000 per 5 tabun
11 [zin praktik dokter Spesialis 200.000 per 5 tahun
12. 1zin prakiik dokter Umum / Gigi 100000 per 5 tahun
13. Lzin praktik Bidan . | 75000 per S iahun
14. izin praktik Perawat JU__QG_{} perStwhun
15. [zin Kerja tenaga Kesehatan | 50.000 per 5 lahun__ B
16, | Izin praktik Tukang Gigt | 30.0{¢ per 3 tahun
17. Pendaftaran Izin Pengobat tradisional | 30.000 per 3 tahun
BABIX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 34

Retribusi izin penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatun di pungut di wilavah Kota
Kedin
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(1)
{2)

(1

(2)

(3}

(1)

(2)

(4

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pagal 35

Pemungutan Retrribusi tidak dapat diboropgkan
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABXI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

Surat (eguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
nclaksanaan penagihan retribusi dikcluarkan7 (twjuh ) han sejak saa jatuh tempo
pemnbayaran.

Datamn jangka wakty 7 (tmuh ) hari setelah tanggal surat feguran atau surat peringatan atay
sural lgin yang sejcnis disampaikan wajib retribusi harus melunasi reinbusi yang (ethutang.

Surat teruran, surat peringatan atau surat lgin yang sejenis schagaimana dimaksud puda avat
(1) dikelyarkan oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk.

BAB Xli
PENCABIUTAN SURAT LZIN

Pasal 37

Walikota atau Pejabat vang ditunjuk dapat mencabut surat izin apabila .
Pemegang lzin tidak Tagi memenuhi ketenfuan peralusan perundang-undangan yang berlaku:
Terjadi pelangearan terhadup ketentuan persiuran perundang-undangan.

BAB X1
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 38

Walikota alau peiabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan. kennganen dan
pembebasan retribusl.

Pemberian pengurangan atau keninganan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan wapb retribusi.

BAB XTIV
MASA BERLAKU PEMBERIAN 1ZIN

Pasal 39

Masa berlaku pembenian izin scbhagaimana dimaksud dalam pasal 3 buruf a sampai dengan
huruf k sciama 5 (lima) tahun dan huruf | selama 3 (liga) shun vang selanjutnya dapat
diperbabarui untuk periode benkuinya.
Nalam tenggane waktu 3 (L) bulan sebelum hahis masa berlakunya izin prakiik. harus
mengajukan pembaharuan izin kembah



PDF Compressor Free Version

15

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Dalam upaya penertiban, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap

retribust izin penyelenggaraun usaha Pelayananan Kesehatan dapat dibentuk Tim pembina dan
pengawis dengan tugss operasional vang diatur lehih lanjut oleh Walikota.

BAB XV1
PENYIDIRKAN

Pasal 41

(1) Pejabal Pegawai Negeri Sipl terientu di lingkungan Pemerintah dacrah diberi wewenang
khusus sebagai penvidik uniuk melakokan penyidikan tindak pidana dibidany retribusi
dazrah .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini adalah -

a

Iy,

L

Menerima, mencail. mengumpulkan dan meneliti keterangan alau laporan  berkenaan
tindak pidana di bidang relribusi daerah agar keterangan atas Japoran tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

Menerima, mencan, mengumpulkan ketoranpan mengenai vrang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
dacrah :

Memints kelerungan dan bahan bukt: dari orang atau budun sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah |

Memenksa buku-buku. caistan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

Metakukan penggeleduhan untuk mendaparkan hahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dekumen-dokumen lain seria melskukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut :
Meminta bantuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penvidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah ;

Menvuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan rugngun atau tempat saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa schagaimana dimaksud pada hurule ;

Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana di Indang retribusi daerah :
Memanggil orang untuk didengar kcterangannya dan diperiksu sebagai tersangka atau
sanksi |

Menghentikan penvidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanz di
bidang retribugt dagrah menurut hukam yang dapat diperiangeung jawahkan

(3) Penvidik sebaguwimana dimaksud pada avat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikannva kepada Penuntut Umum sesuar dengan
ketentuan vang diator dalam Undang-Undang Bukum Acara Pidana vang berlaku,

BARXVIL
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Waiib retribust vang tidak meiaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan
Daerah ini, schingga merugikan kevangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banvak Rp. 5.000.000; ( lima juta ropiah ).
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(2y Tinduk pidana yang dimaksod pada ayat (1) adalah pelangaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasul 43

(1) Tpava pelayanan kesehatan masvarakal yang telah memiliki izin pada szat ditetapkan
Peraturan Dacrah ini, disnggap iclah memilik: zis berdasarkan Peraturan daerah ini.

(2) lpaya pelayanan kesehatan masyaraka! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
menyesuaikan dengan Peraturan Dacrah dalam waktu lamanya 1 (sata) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah in.

BAB XiX
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 44

Hal-hal vang belum diatar datam Peraturan Daerah ini  sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur lebib Janjut dengan Kepurusan Walikota.

Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berluku pada fangeal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah im
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Kediri,

Ditctapkanch . Kediri
pada tanggal 17-12-2004

WALIKOTA KEDIRI,
Tid.
H.A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri C pada tanggal 17
Desember 2004 Nomor 4/C
SERRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI
Ttd
Drs. H.M. ZAINT, MM,
Pembina 1 lfama Muda
NIP. 510 (50 353

ACIAN HUKOM

¥ A H
- ﬁ AN
h L -1_5
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRE

NOMOR

TAHUN 2004
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA PELAYANAN

PENJELASAN UMUM

Penyclenggaraan usiha pelavanan Keschatan Masyarakal

KESETIATAN MASYARAKAT,

periu dibina, di awas1 dan di

evaluasi salah satunya dengan cara pemantauan pembenan izin di setiap unil pelavanan

kesehatan,

Dengan adanva  peraturan dacrah ini dibarapkan pengelola unit Pelavanan kesehatan dapat
lebih tertib dan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakal dan
melindangi masvarakat dari kegiatan mall prakuk.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampat dengan 7
Pasal ¥

Pasal 9

Pagal 10) sampal dengan 19 .

Pasal 20 Hurulas/dd
Tfumife

Pasal 21
Pasal 22 ayal (4)

Pasal 23 sampar dengan 27

Pasal 28 avat (1}
Avat (2)

Cukup jelas.

Praktik  berkelompok  dokter umumy/dokter gigl  dapal

dilaksanakan apabila mempunyat minimal 3 {(figa) dokier

amum atau dokter gig

a Prakiik berkelompok delder spesialis dar satu disiplin

keahlian dapat dilaksanakan apabila mempunyai minimal

3 (tiga) dokier spestalis dari satu disiphin keahhan.

Praktik berkelompok dokter spesialis dart 3 (uga) ataw

lebih disinlin  keuhlian dapat  dilaksanakan apabila

mempunvai minimal | (sat) dokier spesialis dari
masing-masing disiplin keahliarn

Cukup iclas.

Cukup jelas.

Refralksionis optisien yang bekeria di optikal harus memliks

Sural 1#in Refraksionis Optisien (S1R0) dan 51K

Cukup Jelas.

Sgthiap  tempal

dicantumkan S{FD

Cukup jclas

Cuicup jelas

a  Pengobst tradisional dapat diklasifikasikan dalam jems
ketrampilan. ramuan. pendekatan agama dan supra
natural.

h. Pengobal iradisional kctrampilan terdir: dari pengobat
lradisional pijat urat. patah tulang, sunat, dukun bayi,
relleksi akupresuris, akupunturis. chiropractor dan
pengobat tradisional lainnva vang metodenva scichis,

c. Pengobal tradisional ramuen terdiri dun pengobat
tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib,
shinshe, homoeopathy. aromatherapist dan  pengobat
tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

d. Pengobat tmadisional pendekatan agama terdin dari
pengebat tradisional dengan pendekatan agarma Islam,
Kristen. Katohk, 1lindu dan Budhs
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*engobat tradisional supranatural ierdinl dan pengobat
tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky
masier, gienng.  dukun kebatinan dan pengobat
iradisional lamnya yang melodenya sejenis.
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Cukup jelas.



